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ABSTRAK 

Hipotesis Tiebout menyatakan bahwa penyediaan barang publik akan lebih efisien 

apabila dilakukan oleh pemerintah lokal. Hal ini terjadi karena pemerintah lokal lebih 

mengetahui informasi tentang preferensi masyarakatnya dibandingkan dengan 

pemerintah pusat. Adanya sistem desentralisasi fiskal memberikan kewenangan 

bagi pemerintah lokal untuk mengelola aspek keuangannya dan menyalurkannya 

untuk pelayanan publik yang sesuai dengan keinginan masyarakatnya. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalis dan mengukur efisiensi penyediaan barang publik di 

sembilan pemerintah kota di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode Data 

Envelopment Analysis (DEA) untuk mengukur skor efisiensi penyediaan barang 

publik. Hasil penelitian ini menunjukkan Kota Sukabumi, Kota Bandung dan Kota 

Cirebon merupakan kota yang paling efisien dan menjadi tolok ukur bagi daerah 

lain. Daerah lain yang belum efisien diharapkan dapat melakukan tindakan untuk 

kembali efisien. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk kembali efisien dengan 

mengikuti rekomendasi target perbaikan jumlah input dan output daerah. 

Kata Kunci: Efisiensi penyediaan barang publik, desentralisasi fiskal. 
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ABSTRACT 

Tiebout hypothesis says that the provision of public goods will be more efficient if 

provided by the local government. It’s because local government know more the 

information about their society preferences better than central government. Fiscal 

decentralization authorizes the local government to control its financial aspects and 

provide public goods according to society preferences. This research aims to 

analyze and measure the efficiency of public goods provision in nine local 

governments in West Java. This study uses Data Envelopment Analysis (DEA) to 

measure the efficiency score provision of public goods. The results of research 

show that Sukabumi, Bandung and Cirebon is the most efficient city and become a 

benchmark for other regions. Other areas that are not efficient are expected to take 

action to be efficient. One other way that can be done to return efficiently by follow 

target improvement recomendation the number of input and output local. 

Keywords: Efficiency of public goods provision, fiscal decentralization. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Salah satu fungsi pemerintah yaitu menyediaan barang publik yang merupakan 

komoditas atau jasa yang disediakan untuk semua masyarakat. Barang publik 

disediakan oleh pemerintah dengan alasan bahwa penyediaan barang publik oleh 

pihak swasta akan menyebabkan under production (Andreoni, 1995 dalam 

Spackman 2002). Pemerintah juga mempunyai peran aktif dan tanggung jawab 

dalam mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan yang dicapai melalui aktivitas 

pemerintah dalam perekonomian khususnya berkaitan dengan penyediaan barang 

publik.  

Dalam dua dekade terakhir Indonesia mengalami pergeseran paradigma 

pembangunan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Pada sistem sentralisasi, 

wewenang sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat, dalam hal ini daerah-daerah 

kabupaten atau kota tinggal melaksanakannya saja. Sentralisasi memiliki 

kelemahan yaitu kebijakan dan keputusan-keputusan untuk daerah berada di pusat, 

sehingga butuh waktu yang lama untuk merealisasikannya dan tidak sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat di daerah. Dengan sisitem pemerintah yang 

terdesentralisasi, pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan dan potensi daerahnya 

masing-masing. Pergeseran dari sentralisasi menjadi desentralisasi juga membuat 

pemerintah daerah mempunyai tugas untuk menyediakan barang publik. Hal ini 

sesuai dengan UU nomor 25 tahun 1999 dimana sistem pemerintahan yang 

terdesentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk 

mengurus dan mengelola bidang ekonomi dan daerahnya secara mandiri.  

Desentralisasi fiskal pada dasarnya adalah penyerahan segala urusan 

pemerintahan dari pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya kepada 

pemerintah daerah atau lokal untuk mengurus dan mengatur urusan rumah 

tangganya sendiri. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah diberikan 

kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (tax assignment) dan pemberian bagi 

hasil penerimaan (revenue sharing) serta bantuan keuangan (grant) atau dikenal 

sebagai dana perimbangan. Kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan dapat 

mendorong pembangunan ekonomi daerah melalui alokasi penyediaan barang dan 

jasa publik yang lebih efisien karena kebijakan ini memberikan kewenangan bagi 

pemerintah daerah untuk mengelola anggarannya sendiri dan mengalokasikannya 

sesuai dengan preferensi dan kebutuhan masyarakatnya. Rochana (2009) 

menyatakan bahwa pelayanan publik yang paling efisien seharusnya 
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diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum, 

dengan alasan: 

• Pemerintah lokal sangat menghayati kebutuhan masyarakatnya. 

• Pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga 

mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan 

dana yang berasal dari masyarakat. 

• Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk melakukan inovasi. 

Dengan pemberian dana perimbangan diharapkan pemerintah daerah dapat 

meningkatkan kapasitas belanja lebih dari sebelum ada dana perimbangan. 

Semakin tinggi kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk mengelola wilayahnya, 

maka diharapkan akan semakin tinggi pula perkembangan ekonomi wilayahnya. 

Selain itu kapasitas daerah yang semakin tinggi tersebut akan mendorong 

terciptanya penyediaan pelayanan publik yang semakin efektif dan efisien 

(Robalino, Picazo, & Voetberg, 2001).  

Dengan penerimaan daerah yang terbatas dan tuntutan kebutuhan barang publik 

yang semakin banyak pemerintah harus efisien dalam menggunakan dana yang 

ada. Efisiensi penyediaan barang publik yang tercipta akan menghemat belanja 

pemerintah daerah. Maksud dari efisiensi penyediaan barang publik tersebut 

menurut Antony et al. (2004) dalam Rochana (2009) adalah bagaimana suatu 

pemerintah daerah dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya dalam hal ini 

adalah keuangan daerah secara akurat dan optimal, untuk kemudian menghasilkan 

sejumlah output atau layanan publik terbaik kepada masyarakat.  

1.2. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian 

Salah satu tujuan desentralisasi adalah untuk meningkatkan pelayanan publik. 

Dengan sistem desentralisasi pemerintah daerah memiliki tugas untuk menyediakan 

barang publik. Dengan sistem desentralisasi, efisiensi dalam penyediaan barang 

publik dapat terjadi karena pemerintah daerah sebagai penyedia barang publik 

memiliki pemahaman mengenai kebutuhan barang publik dibandingkan dengan 

pemerintah pusat. Dengan barang publik yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakatnya pemerintah dapat lebih efisien dalam penggunaan dana yang ada.  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini 

bertujuan untuk menganalis dan mengukur efisiensi penyediaan barang publik di 

sembilan pemerintah kota di Jawa Barat yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota 

Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, dan Kota 
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Tasikmalaya. Untuk mengukur tingkat efisiensi penyediaan barang publik, peneliti 

menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) Barang publik yang 

dimaksud terdiri dari sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Informasi 

mengenai efisiensi dalam penyediaan barang publik perlu diketahui agar masing-

masing daerah dapat mengevaluasi hasil keputusan yang telah ditetapkan guna 

menghemat pengeluaran belanja daerah mengingat sumberdaya daerah yang ada 

jumlahnya terbatas namun kebutuhan akan penyediaan barang publik tidak 

terbatas. 

1.3. Kerangka Pemikiran 

Desentralisasi Fiskal dibahas dalam teori federalisme fiskal yang termasuk dalam 

teori ekonomi sektor publik. Elemen penting dari ekonomi sektor publik adalah 

peran pemerintah dalam ekonomi. Ketika mekanisme pasar gagal karena 

karakteristik barang publik, pemerintah harus intervensi dengan menerapkan 

kebijakan untuk mengoreksi kegagalan pasar. Asumsi dari teori ekonomi sektor 

publik adalah pemerintah berlaku sebagai custodian of public interest yaitu 

memaksimumkan kesejahteraan sosial. Teori federalisme fiskal meyatakan bahwa 

pemerintah pusat bertanggung jawab untuk stabilisasi ekonomi makro dan 

redistribusi pendapatan dalam bentuk bantuan bagi kelompok miskin. Selain itu 

peran pemerintah pusat adalah menyediakan barang publik nasional (national 

public goods) seperti jasa pertahanan, bagi seluruh warga negara. Sementara, 

peran pemerintah daerah adalah menyediakan barang publik lokal (local public 

goods) pada tingkat yang efisien. Menurut Oates (2005) dengan penyediaan barang 

publik pada tingkat yang sesuai dengan permintaan masyarakat di setiap daerah, 

maka akan dihasilkan tingkat kesejahteraan sosial yang lebih tinggi daripada 

penyediaan barang publik yang seragam pada tingkat penyediaan yang sama oleh 

pemerintah pusat.  

Hipotesis Tiebout (1956) juga menyatakan bahwa inefisiensi penyediaan barang 

publik atau penyediaan barang publik yang tidak optimal dapat diselesaikan apabila 

sistem pemerintahan terdesentralisasi. Desentralisasi dapat mendorong efisiensi 

penyediaan barang publik. Hal ini terjadi karena desentralisasi memberikan pilihan 

pada masyarakat untuk tinggal pada wilayah di mana penyediaan barang publik dan 

sistem pajak yang sesuai dengan preferensi mereka. 

Desentralisasi fiskal juga diterapkan di berbagai negara dan memiliki efek yang 

berbeda. Hasil penelitian Jalil (2010) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal 

berhubungan negatif dengan efisiensi fiskal.  Hasil penelitian Balaguer-Coll et al. 

(2010) menunjukan pemerintah daerah di Spanyol memperoleh manfaat dari 
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desentralisasi fiskal. Jadi penelitian ini untuk mengetahui manfaat desentralisasi 

fiskal di sembilan pemerintah kota di Jawa Barat. Manfaat tersebut diketahui 

dengan cara mengukur tingkat efisiensi penyediaan barang publik di sembilan 

pemerintah kota di Jawa Barat. Peneltian yang mengukur efisiensi penyedaan 

barang publik khususnya di sembilan pemerintah kota di Jawa Barat masih belum 

ada. Jadi originalitas dari penelitian ini yang pertama objek penelitian yang 

digunakan yaitu sembilan pemerintah kota di Jawa Barat dan data panel 2012-2016 

dan variabel input dan output penyediaan barang publik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




